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A. Latar Belakang
Negara Indonesia memiliki pandangan yang cukup berbeda
mengenai prosedur dalam pelaksanaan pernikahan, dalam hal ini
kita dapat ambil salah satu contoh yang sering terjadi di Indonesia,

“Nikah Siri”.

Pengertian nikah siri merupakan nikah yang tak dicatatkan di
pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga,
tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan anaknya.
Melansir situs resmi Kementerian Agama (Kemenag) Kalimantan
Selatan, nikah harus berada di bawah pengawasan PPN/Kepala
KUA atau Penghulu yang di angkat Kemenag. Pernikahan siri atau
pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai

pelanggar hukum.*

Sebab hal itu dapat melanggar Undang-Undang (UU) Nomor
22 Tahun 1946, yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus di
awasi oleh pegawai pencatat pernikahan, dan itu diserta sanksi

berupa denda dan kurungan badan.

! Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:
Prenada Media, 2007), hal. 14.



Sehingga dapat kita simpulkan secara sederhana bahwasanya
nikah siri merupakan hal yang ilegal dan tidak diakui oleh Negara
terkait keabsahannya dalam konteks konstitusional. Hukum
Indonesia mengharuskan kita untuk melakukan pendaftaran secara
administratif untuk mendapatkan legitimasi konstitusional dalam
status pernikahan, sehingga pernikahan siri dapat dikatakan sebagai
bentuk dari pembangkangan terhadap undang-undang walaupun

secara agama diperbolehkan.

Namun, secara hukum positif, nikah siri tidak lengkapnya
suatu perbuatan hukum karena tak tercatat secara resmi dalam
catatan pemerintahan. Anak yang lahir dari pernikahan siri
dianggap tidak dapat di legalisasi oleh negara melalui akta
kelahiran. Setiap warga negara Indonesia yang melakukan
pernikahan harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA atau Kantor

Catatan Sipil untuk mendapatkan surat atau akta nikah.?

Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pernikahan
harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA atau Kantor Catatan

Sipil untuk mendapatkan surat atau akta nikah. Perkawinan hanya

2 Abu Mansyur Al-As’ary, Hukum Nikah Siri, (Sleman: Cahaya Bookstore,
2019), hal. 22.



dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai
pencatat nikah. Dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan
siri terjadi jika ada perceraian, yakni istri sulit mendapatkan hak

atas harta bersama, apabila suami tak memberikannya.

Selain itu, jika ada warisan yang ditinggalkan suami karena
meninggal dunia, istri dan anak sangat sulit mendapatkan hak dari
harta warisan. Jika seorang suami berprofesi sebagai PNS, istri
maupun anak tidak berhak mendapatkan tunjangan apapun. Dengan
minimnya pengawasan secara konstitusional, akhirnya banyak
masyarakat Indonesia yang memanfaatkan legitimasi secara agama,
dalam konteks ini adalah nikah siri sebagai hal yang dapat di

eksploitasi.

Mungkin harus sedikit kita singgung terkait Eksploitasi yang
berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau
terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk
kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa
kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Tujuan dari
eksploitasi ini adalah pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri
yang dapat mendayagunakan orang lain di luar batas kepatutan.

Sasaran utama eksploitasi adalah penguasaan dan penggunaan



untuk mengeruk dan memeras potensi sumber daya, baik sumber
daya alam atau sumber daya manusia.

Dari penjelasan mengenai Eksploitasi, dalam pembahasan ini
penulis ingin menjelaskan apa kaitan eksploitasi dengan nikah siri.
Sebenarnya, penulis berpandangan bahwa nikah siri dapat menjadi
suatu bentuk yang akan menjelma menjadi eksploitasi seksual.

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ
tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan
keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
pelacuran dan pencabulan.® Maka, untuk sementara ini, kita mampu
memberikan penilaian bahwa ada dampak yang cukup berbahaya
dalam pernikahan siri dan berujung pada komersialisasi anak dan
eksploitasi seksual.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan
sebanyak 35 kasus eksploitasi seksual karena pernikahan siri dan
pekerja anak selama periode Januari - April 2021. Dari kasus
tersebut, tercatat sebanyak 234 anak menjadi korbannya. Tingginya

kasus itu harus menjadi perhatian serius semua pihak. Publik pun

® Esthi Susanti Hudiono, Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual,
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hal .26-27.



perlu mengetahui, sehingga upaya perlindungan anak bisa menjadi
gerakan bersama semua elemen bangsa”.

Dilihat dari banyaknya kasus eksploitasi tersebut akhirnya
membangun satu paradigma masyarakat terkait nikah siri karena
pada aspek realitasnya lebih banyak mengandung dampak-dampak
yang mengarah pada hal negatif.

Perkawinan di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan
nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan
rukun syarat nikah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di
Kantor Urusan Agama seperti yang diatur dalam Undang-undang
Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 2 ayat 2. Perkawinan di
bawah tangan akan membawa akibat hukum bagi anak yang
dilahirkan, terhadap harta benda dan pasangan suami istri tersebut,
karena nikah siri tidak mempunyai bukti yang autentik sehingga
perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.’

Dampak perkawinan dibawah tangan ini sangat merugikan
bagi pihak istri dan anak, bagi kedua belah pihak adalah

mendapatkan gunjingan dari masyarakat sekitar atau malu

*https://mediaindonesia.com/humaniora/403241/kpai234-anak-korban-
eksploitasi-seksual-dan-pekerja-di-bawah-umur (14:05)

 Beni Ahmad, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang:
(Perspektif Figh Munakahat dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Poligami dagn
Problematikanya, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 39.
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bersosialisasi dengan masyarakat, bagi anak dapat berdampak pada
psikologi dan kehidupan sosial sang anak. Bagi sang istri dapat
ditinggalkan suaminya begitu saja tanpa diceraikan karena sang
suami tahu si istri tidak dapat menuntut di hadapan hukum karena
tidak mempunyai bukti yang autentik tentang kejelasan perkawinan
tersebut. Dan pada akhirnya sang istrilah yang harus menanggung
biaya hidup atau nafkah termasuk biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak.

Disamping itu juga para pihak yang telah melakukan nikah
siri akan mendapat gunjingan dari masyarakat sekitar dan malu
dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Perkawinan siri ini juga
akan membawa akibat hukum bagi anak yang lahir yaitu bukan
anak sah menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun
2019 walaupun sebenarnya tetap dianggap anak sah menurut
agama, sulit bagi seorang anak yang lahir dari perkawinan di bawah
tangan untuk membuat akta kelahiran sebab salah satu syarat untuk
membuat akta kelahiran adalah dengan melampirkan surat nikah,
pihak anak tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya jika suatu

saat nanti ayahnya meninggal dunia.®

® Beni Ahmad, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang:
(Perspektif Figh Munakahat dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Poligami dan
Problematikanya, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 40.



Akibat hukum terhadap harta benda adalah bahwa harta yang
dimiliki itu bukan harta bersama melainkan harta masing-masing
dan tidak dapat mewarisi. Pandangan masyarakat di Indonesia
berbeda-beda ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, yang
setuju dengan alasan dari pada terjerumus kedalam perbuatan zina
lebih baik nikah siri saja. Pengungkapan lain yang tidak setuju
dengan alasan bahwa nikah siri ini membawa dampak negatif bagi

perempuan dan anaknya kelak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi saya,
mahasiswa, dosen maupun bagi masyarakat sebagai bahan
informasi tentang akibat hukum dan dampak eksploitasi seksual,
selain itu juga sebagai bahan masukan untuk KUA dalam rangka
memberikan pengarahan kepada masyarakat. Untuk kepentingan
masa depan bagi mereka yang terlanjur menikah siri perlu
mengadakan program pemutihan isbat nikah oleh Departemen
Agama (Depag), Bagi pasangan yang baru saja terlanjur melakukan
nikah siri dan belum punya anak maka pengesahan perkawinannya
dengan cara mengulang perkawinan atau dicatat di Kantor Urusan
Agama setempat, Bagi remaja atau calon pasangan yang belum

menikah atau akan menikah serta orang tua perlu penyuluhan



supaya sadar hukum. Dengan memberikan sosialisasi kemasyarakat
akibat dan kerugian dari pernikahan siri membangun kesadaran
hukum. Tujuannya agar pernikahan siri tidak terjadi dimasyarakat.
Perlu efektifitas kerjasama dengan berbagai pihak seperti
LSM, organisasi perempuan dan pemerintah melakukan koordinasi.
Selama ini para LSM dan organisasi perempuan tidak punya
payung hukum. Mereka bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi
dan kurang bisa memberikan pressure ke pihak-pihak yang
melakukan nikah siri. Harusnya LSM, organisasi perempuan
bergandeng tangan mencegah pernikahan siri.’
Beberapa Dalil yang disampaikan dalam Al-Qur’an
menjelaskan dan menyinggung persoalan perkawinan seperti:
1. Ayat pertama yang bisa menjadi renungan terkait pernikahan,
yakni surat Al-Bagoroh ayat 223. Ayat ini juga menjelaskan
bagaimana seorang suami ketika menggauli istrinya dengan adab

yang baik. Berikut ayat beserta artinya :
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’ Martiman Prodjhamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Karya
Gemilang, 2011), hal. 48-49.



Artinya:

“Istrimu adalah ladang bagimu.Maka, datangilah
ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan
dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang
terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah
bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya.
Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

Dalam penjelasan ayat ini, istri-istri diibaratkan sebagai
ladang tempat menanam benih, maka datangi ladangmu untuk

menyemai benih kapan saja, kecuali saat istri sedang haid.

Utamakan juga hubungan suami istri itu dengan tujuan yang
baik untuk keduanya. Ini demi kemaslahatan dunia dan akhirat

kelak, bukan sekadar melampiaskan nafsu saja.

Selain itu, suami istri harus selalu bertakwa kepada Allah
dalam menjalin hubungan seks di atas ranjang. Perlu diingat juga
bahwa kelak di akhirat akan ditanyakan pertanggung jawaban atas

perbuatan di dunia.
2. Surat yang kedua yaitu surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi :

”/(._<>\j)\ (,_Q “‘\,»\j)s(,&«jj”’vﬁy;aub
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® Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemah (
Jakarta : 2014 ) hal. 35.
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Artinya:

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau
istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu
bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang
baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan
mengingkari nikmat Allah. 9

Pada ayat di atas, Allah menyerukan untuk meraih suatu
tujuan bersama. Manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan,

bahkan untuk saling menanam kasih sayang antar sesama.

Selain itu, manusia perlu bertakwa kepada Allah, karena
Allah menciptakan Adam dan Hawa serta memberi keturunan
menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit serta

bahasa.

3. Surat ketiga, yaitu surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

asg @) \j.KWJ Sl 2l 22 oS0 Gl Tl 2
C)-RJMYJJJL;S €° sgjja fc/.
Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

® Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemah
.. hal. 274.
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yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berpikir®.

Mungkin saat mendengar surat Ar-Rum sudah tidak asing
bagi kita, karena surat ini sering disematkan di undangan
pernikahan. Nah, ternyata ayat ini memiliki nama kebesaran Allah.
Apalagi Allah sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan,
mempunyai rasa cinta dan merasa tenteram setelah disatukan di

ikatan pernikahan.

Tanda kebesaran Allah juga bisa dilihat setiap pasangan diberi
rasa cinta dan kasih sayang. Dengan begitu, keduanya harus saling

membantu untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

Rasa cinta dan anugerah yang Allah beri juga harus dijaga,

bahkan perlu dibina ke arah yang benar.

4. Surat yang keempat yaitu surat An-Nur ayat 23 yang berbunyi :

by By 8 e Gtlaly 1K S ST
Artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di
antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari
hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika

19 yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemah
... hal. 406.
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mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka
dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya),
Maha Mengetahui. e
Tafsir ringkas dari ayat ini menjelaskan perintah menikah
sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Agar hidup
tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya. Jika
sedang miskin, maka Allah akan memberi kemampuannya kepada
mereka dengan karunianya. Sudah jelas bahwa ayat-ayat diatas
membimbing Kkita untuk membentuk sebuah keluarga yang
harmonis dan bahagia, namun memang hasrat manusia tidak dapat
kita kesampingkan dalam persoalan pernikahan, sehingga penulis
berpendapat bahwasanya Undang-undang Perkawinan Nomor 16

Tahun 2019 mungkin telah membaca dampak dari pernikahan siri

dan dampaknya dalam situasi masyarakat.

Hal tersebutlah yang menjadi salah satu fokus dari apa yang
ingin penulis teliti, terkait solusi atas penyebab dari nikah siri yang
berujung pada eksploitasi seksual dan dampaknya terhadap anak
yang dihasilkan dari pernikahan siri, serta menguji keterkaitan
Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dengan

prosedur agama terkait Pernikahan siri.

1 yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemah
... hal. 352.
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B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana mekanisme perlindungan anak dalam undang-
undang No 16 tahun 2019 dan undang-undang No 35 tahun

2014 ?

Bagaimana alasan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tidak
memberikan legalitas tidak memberikan legalitas terhadap

nikah siri meski secara kaidah dilegalkan oleh Agama ?

Bagaimana penanggulangan eksploitasi  seksual dalam

perkawinan siri ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami mekanisme perlindungan anak dalam undang-

undang No 16 tahun 2019 dan undang-undang No 35 tahun

2014.

Mengetahui alasan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tidak
memberikan legalitas tidak memberikan legalitas terhadap
nikah siri meski secara kaidah dilegalkan olen Agama.

Mengetahui  peanggulangan eksploitasi  seksual dalam

perkawinan siri.



14

Ada pun manfaat dari penelitian yang dapat penulis berikan
disini adalah memberikan validitas terhadap legitimasi hukum
terhadap anak hasil nikah siri yang secara konstitusional belum
mendapatkan pengakuan secara legal, serta menambah wawasan

penulis serta pembaca.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk
memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara
tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realita yang
tengah dikaji.

Pada prinsipnya, semua penelitian memiliki tujuan utama
yang sama, yakni memperoleh pengetahuan, namun karena corak
dan bentuknya bermacam-macam, penelitian dapat diklasifikasikan
berdasarkan tinjauan yang berbeda.

Berikut penulis hendak paparkan metode penelitian yang
penulis gunakan dalam melakukan penulisan karya tulis yang

hendak penulis buat:*?

2 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University
Press, 2020), hal. 14-15.
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Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian
kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.
Pendekatan Penelitian

Sementara itu penulis juga menggunakan metode
pendekatan analisis yuridis komparatif yang bertujuan untuk
memperoleh gambaran dan kesimpulan dari beberapa landasan
aturan atau undang-undang guna menguji perbedaan diantara
beberapa variable tersebut.

Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara menelaah
undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang penulis
buat.

Sumber Hukum Penelitian

Sumber Hukum penelitian dapat dibedakan menjadi
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum
primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum primer Merupakan bahan hukum yang

bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas. Bahan-
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bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang, catatan
resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan
putusan-putusan hakim.
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan sumber
hukum primer, diantaranya:
1. Al-Qur’an dan Hadist
2. Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019
3. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun
2014
Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-
jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan.
Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu
politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun
laporan-laporan penelitian non-hukum sepanjang memiliki

relevansi dengan topik penelitian.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik
penelitian  pustaka, vyaitu pengumpulan data dengan
mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan
masalah yang akan diteliti.
5. Teknik Analisis Data
Selanjutnya, data yang didapatkan baik data primer
maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif lalu
disajikan secara deskriptif dan komparatif, yaitu dengan cara
menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan hal-hal yang
sesuai dengan permasalahan dan erat kaitannya dengan
penelitian ini, serta membandingkan suatu variable yang satu

dengan variable lainnya.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Dalam hal ini, sebenarnya penulis mengawali penelitian
dengan melakukan beberapa tinjauan terhadap diskursus yang
membahas persoalan yang hampir serupa, seperti Skripsi, Buku,
Jurnal, dan E-Book.
Adapun penelitian terdahulu yang mendekati materi yang

tengah diteliti oleh penulis yaitu :
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No

Nama, NIM, Judul, Tahun

Persamaan

Perbedaan

Trisnawati, 10500111120,
UIN ALAUDDIN Makassar,

“NIKAH SIRI DAN FAKTOR
PENYEBABNYA DI
KELURAHAN LAJANGIRU
KECAMATAN UJUNG
PANDANG (ANALISIS
PERBANDINGAN HUKUM
ISLAM DAN UU No. 1
TAHUN 1974)”

Taupik Rahiman,
09002110326, STAIN
Palangka Raya,

“PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP
ANAK AKIBAT NIKAH
SIRRI DI KECAMATAN
JEKAN RAYA KOTA
PALANGKA RAYA”

Khalilullah, 15780025, UIN
Maulana Malik Ibrahim,
Malang,

“NIKAH SIRI ANAK DI
BAWAH UMUR
TINJAUAN BUDAYA
HUKUM”

Objek, Kasus dan
Dampak Hukum

Objek, Kasus dan
Ruang Lingkup
Penelitian

Objek dan Kasus

Rujukan Undang-
undang

Rujukan Undang-
undang

Ruang Lingkup
Pembahasan
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1.  Pada skripsinya tersebut beliau memberikan penjelasan dan
pemaparan terkait faktor-faktor dari nikah siri terhadap
pasangan nikah siri tersebut dan pengakuan hukum yang
diberikan oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan
Hukum Agama.®™
Namun penulis mencoba memberikan perspektif yang
berbeda mengenai dampak dari nikah siri ini, dimana penulis
merasa bahwa anak dari hasil nikah siri yang menurut sistem
administrasi Negara tidak diakui memiliki proporsi dalam hal
kewarganegaraan dan hak serta kewajibannya sebagai warga
Negara Indonesia, sehingga penulis menggunakan beberapa
referensi dasar sebagai ukuran dalam melakukan analisis dan
riset.

2. HM Abdi Koro dalam tulisannya yang berjudul
“Perlindungan Anak Dibawah Umur : Dalam Perkawinan
Usia Muda Dan Pekawinan Siri” menjelaskan kedudukan
anak dan perlindungan anak yang melakukan perkawinan usia

muda dan siri masih tidak jelas terutama dengan adanya Pasal

¥ Trisnawati, NIM: 10500111120, “NIKAH SIRI DAN FAKTOR
PENYEBABNYA DI KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG
(ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN UU No. 1 TAHUN 1974)”, UIN
Alauddin, Makassar, 2014,
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43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

yang menyatakan: Anak yang dilahirkan diluar perkawinan

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya.**

Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang
membatalkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 karena
bertentangan dengan UUD 1945, berakibat, sejarah Hukum
Perkawinan Nasional berubah 1800: Anak yang dilahirkan diluar
perkawinan mempunya hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau
alat bukti lain, menurut hukum mempunyai hubungan darah
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Menyayangi dan mencintai adalah fitrahnya manusia. Allah
Swt telah menanamkan benih-benih cinta kepada manusia untuk
memiliki apa yang diinginkan dalam hatinya. Rasa cinta dan kasih
yang ditanamkan ke dalam hati manusia, adalah perwujudan dari
sifat kasih dan sayang Allah Swt. Sudah menjadi kodrat Ilahi,

bahwa dua insan yang berlainan jenis kelamin, yakni seorang

 Abdi Koro, Perlindungan Anak di Bawah Umur : Dalam Perkawinan usia

muda dan Perkawinan Siri, (Jakarta: Alumni, 2012), hal. 25.
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perempuan dengan seorang lelaki mempunyai daya tarik untuk
hidup bersama, saling menyayangi dan mencintai dalam bingkai
rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam rangka
mewujudkan hidup bersama antara pasangan suami istri, maka
ikatan cinta mereka berdua harus dihalalkan dengan akad nikah.
Karena cinta yang dibalut dengan akad pernikahan akan
membuahkan ketentraman dalam hati dan dipenuhi dengan ladang
pahala.”®

Dari beberapa referensi diatas lah, penulis memulai untuk
melakukan riset terhadap konsentrasi penelitian dan pembahasan
untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis susun demi

menambah wawasan kita semua.

. Kerangka Teori
Untuk mendapatkan suatu kepastian mengenai kajian yang
hendak penulis paparkan dalam karya tulis ini, penulis hendak
memulai dari apa yang dimaksud dengan warganegara.
Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya
keanggotaan yang menunjukan hubungan atau ikatan negara dengan

warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga

> Abu Mansyur Al-As’ary, Hukum Nikah Siri, (Sleman: Cahaya
Bookstore, 2019), hal. 58.
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negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan
keturunan, tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban
penuh sebagai warga di negara itu.

Dilansir dari Encyclopaedia Britannica, kewarganegaraan
adalah hubungan individu dengan negara. Kewarganegaraan
menunjukan kebebasan dan warga warga negara memiliki hak,
tugas, dan tanggung jawab tertentu.

Secara umum, warga negara punya hak politik penuh. Hak
untuk memilih dan memegang jabatan publik. Kewarganegaraan
adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Istilah yang lebih
luas ini menunjukan berbagai individu dan negara yang tidak serta
merta memberikan hak politik. Tapi menyiratkan hak-hak istimewa
lainnya, khususnya perlindungan di luar negeri. Ini adalah istilah
yang digunakan dalam hukum internasional.

Dalam hal ini penulis coba untuk melakukan analisis terkait
status kewarganegaraan seseorang atau seorang anak dari hasil
nikah siri yang dianggap illegal secara konstitusional oleh Negara.*®

Pertentangan antara hukum agama dan hukum positif Negara

inilah yang menjadi fokus penelitian yang cukup menarik untuk

% Isharyanto, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Jakarta:
Absolute Media, 2015), hal. 31.
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dikaji dan dibahas secara eksplisit dan mendalam. Secara
konstitusional Undang-undang No 16 Tahun 2019 membuat sebuah
prosedur pernikahan yang legal.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan
Pasal 1 Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki
pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita
untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang
tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan Pasal
demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya
dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang
berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke
Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan
yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan

bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur
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batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk
keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula
merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan

menjadi hak dan kewajiban orang tua.*’

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah
disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas
atau prinsip-prinsip dalam UU 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
adalah:*®

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan
melengkapi, serta masing-masing dapat mengembangkan
kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan
spiritual dan materiil.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu
perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan Kkepercayaannya itu; dan

disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut

" Beni Ahmad, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang:

(Perspektif Figh Munakahat dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Poligami dagn
Problematikanya, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 57.

'8 Martiman Prodjhamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Karya

Gemilang, 2011), hal. 77.
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-
tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-
surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam
daftar pencatatan.

Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama
dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat
beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan
seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat
dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan
diputuskan oleh Pengadilan.

. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-istri
itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan
perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat

keturunan yang baik dan sehat.
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Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon

suami-istri yang masih dibawah umur.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulisan membagi kedalam

kelima bab masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang

merupakan penjelasan dari bab tersebut, adapun sistematika

pembahasan sebagai berikut :

BAB |

BAB |1

BAB I11

BAB IV

BAB V

Pendahuluan yang berisi tentang : Latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika
pembahasan.

Perkawinan siri dan faktor penyebabnya.

Pernikahan di bawah umur menurut undang-undang
no 35 tahun 2014 dan undang-undang no 16 tahun
2019.

Perspektif hukum positif dan hukum islam tentang
eksploitasi seksual dan anak hasil perkawinan siri.
Penutup yang berisi : kesimpulan dan saran-saran

dari penulis.



